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LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan
perwujudan  dan  pertanggungjawaban  atas  kinerja
pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran
2019. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara
kuanialif. merupakan wujud akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju Good Governance, sebagai pengendali dan
pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum,
dan sebagai wujud fransparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Selanjutnya penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategi Badan
Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan
dan peningkatankineria secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas
Pemilihan Umum ini masih jauh dar sempurmna, namun diharapkan dapat memberikan
bahan dan gambaran utnuk berbagai pihak mengenai fingkat keberhasilan atau
kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan  Umum. Beberapa
permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan kualitas
Pemilihan Umum dapat ditingkatkan dan Pemilihan Umum dapat teriaksana dengan tepat

waktu, berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) serta
demokratis.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tahun 2019,
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Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan
Umum untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan
Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara
akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan
dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
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1.1

1.2

LATAR BELAKANG
Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang diloksanckan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk
memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusal maupun pemerintahan daerah, serta
untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan mempercleh dukungan rakyat
dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh
negara Indonesia dalom rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-
prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi akfif
dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan
yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilin.

Demi mencapai pelaksanaon Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak
maka diperiukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan saloh satu
lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait
dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu
diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 fentang
Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawasiu mempunyai kewaijiban untuk secara
mandin merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya
kepada instansi yang lebih finggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kineria Instansi
Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaion kinerja Bawasu Rl selama
tahun anggaran 2019. Capaian kinerja (performance result) tahun 2019 tersebut diukur melalui
Perjanjion Kinefja (performance agreement) tahun 2019 sebagai tolok ukur dan gambaran
fingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 tahun.

MANDAT

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan
lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwasiu. Tepainya tahun 1982 Undang-
Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak
Pemilu, yang melekat pade Lembaga Pemilihan Umum afau LPU. Baru pada tahun 2003,
Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewen
Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksapaan tahapan Pemily, smeherim
serta menangani kasus-ka k‘ ) q

ufama




Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawasiu

Kabupaten/Kota adalah lemboga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu unfuk
pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

b.

melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

;5
2

pelanggaran Pemilu; dan
sengketa proses Pemilu;

mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atos:

1.

2
3:
4

perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;

perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

sosiglisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdin atas:

S,
é.
7
8.

pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta
daftar pemilih tetap;

penataan dan penetapan daerah pemilinan DPRD kabupaten/kota;
penetapan Peserta Pemilu;

pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR,
calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan dan dana kampanye;

pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasi
pergerakan surat suara, berita acara penghitungan sugig
penghitur@;uoro dari iig

b - -

sampai ke PPK;




di PPK. KPU Kabupaten/Kota,

185, pelaksanaan penghitung® dan pemungﬁéucroulang. Pemilu lanjutan, dan

Pemilu susulan; dan
11. penetapan hasil Pemilu;
e. mencegoh terjadinya praktik politik vang;
f. mengawasi nefralitas aparatur sipil negara, nefralitas anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atos:
1. putusan DKPF;
putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
putusan/keputusan Bawasly, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:dan
keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparahrr sipil

R N

negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia. dan netralitas anggota
Kepolisian Republik Indonesia:

h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode efik Penyelenggara Pemilu kepada
DKPP;

l. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu:

- mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya
berdasarkan jodwal retensi arsip  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;

l.  mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU: dan

m. melaksanokan tfugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017, aniara lain:

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa
proses Pemilu sebogaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. mengidentilikasi dan memetakan potensi kerawanan serla pelanggaran Pemilu;

b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi
Penyelenggaraan Pemilu;

C. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi mosyarakat dalam pengawasan Pemilu.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

Q. menerima, memeriksa dan mengkaiji dugaan pelanggaran Pemilu:

b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu:
c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, d Jgaarn,
kode etik .\



yelesaian sengketa proses Pemilu;
. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu;

c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;dan

1.3.3 WEWENANG
Wewenang Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:

WEWENANG BAWASLU

Wewenang Bawaslu tercantum
pada pasal 93
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pada pasal 8146 dijelaskan wewenang Bawaslu, yaitu;

a.

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaiian dengan dugaan adanya
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengahmr mengenai Pemilu;

memeriksa, mengkaiji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

memeriksa, mengkaji, dan memutirs pelanggaran politik uang:

menerima, memeriksa, memediasi atou mengadjudikasi, dan  memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu;

merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai  hasil
pengawasan ferhadap nefralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan nefralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
mengombil alih sementara fugas, wewenang, dan kewaijiban Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota secara berienjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawasiu
kabupaten kota berhalangan sementara akibal dikenai sanksi atau akibat lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka
pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, peionggarcm kode etik,
dugaan findak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu:




asiu  Provinsi daon  Bawaslu

rientangan dengan ketentuan

embentuk Bawasiu Provinsi, Bawasiu Kabupaten Kota, dan Panwaslu LN:

mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawasiu Provinsi, anggota

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwasiu LN; dan

k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1.3.4 KEWAIJIBAN
Pasal ¥ Undang-undang nomor 7 menjelaskan mengenai Kewaijiban Bawasiu yaitu:

Me/okukon pembingon gan
pengawasan terhacap

{n‘;-jli .

Pengawos Pemilu paoa

semuo tingkoton

Bersikop adil doiom
menjcionkon tugos don
wewenang

KEWAJIBAN BAWASLU

Menyempoaikan loporan hasil
pengawasan kepodo Presiden
gon DPR sesuai dengan

tahcpen Pemily secers

pericdic den/ctou Meicksangkan kewajiban sin
Lerggserkon kebutuhon $€35JCI cengan ketantuon
pergturan perungdang-

ancan gen
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KTUR ORGANISAST
BER DAYA MANUSIA
siakan belum terlaksanany® perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)

'.c:‘ Bawaslu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretarial Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, tahun 2019 Bawasiu masih mengacu
pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keria
Sekretariat Jenderal Badan Pengowas Pemilihan Umum, dimana Sekretaris Jenderal
Bawaslu secara kesekretariatan membawaohi Bawasiu.

" BAWASLUL

PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGUATAN KARAKTER BANGSA
MENUJU INDONESIA MAJU DAN BAHAGIA

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh
Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu
Struktural dan Stof Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu
Tenaga Anii dan Tim Asistensi serta Tenaga Staf Pendukung.

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Bawaslu RI memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawasiu nomor 2 tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilinan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia
Pengowas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panifia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat B
Pemilihan Umurm Provinsi, Sekretggat Badaon
Kabupaten/Kota, dan Sekretqg
nantinga  lemboga b




organiscsi dan tata kerja [SOTK)

yentu oleh paling banyak figa deputi dan satu Inspektur Utama.
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BAWASLU PROVINSI

*sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2013
Pada gambar struktur organisasi di atas, dapat terfihat Biro Administrasi Dewan
Kehomatan Penyelenggara Pemilu [DKPP) masih dalam satu kesekretariatan bersama
Bawaslu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
DKPP telah resmi menginduk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak bulan
Agustus fahun 2019. Penandatanganan berita acora serah terima  personel,
pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari Sekretaq
Bawaslu kepada Kemendogn telah dilakukan pada tanggal 15 Agu

iat Jenderal




0 eh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung
sejok pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdir atos individu yang
memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap
anggota Bawasiu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut adalah Anggota

Bawasliu Rl periode 2017-2022.
b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai

lugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawasiu.

ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU

&

ABHAN
Ketua

Kordiv SDM & Organisasi

Dr. RATNA DEWI PETTALOLO, SH, MH
Anggota

Koordinator Divisi Penindakan

MOCHAMMAD AFIFUDDIN, S. Th.1., M. §i
Anggota

Koordinator Divisl Pengawasan dan Sosialisasi

FRITZ EDWARD SIREGAR, SH, LLM PhD
Anggota

Koordinator Divisi Hukum

RAHMAT BAGJA
Anggota

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Dr. GUNAWAN SUSWANTORO
Sekretaris Jenderal




Sesuai Peray
Sekretariat Jende

ang Organisasi dan Tata Kerja
al Bada Umum, Sekretariat Badan
*@ngowas Pemilihan Umum BVinsi, Sekretario ia Pengawas Pemilihan Umum
abupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Dalam mendukung pekerioan administrafif dan tugas teknis lainnya Sekretariat
Jenderal Bawaslu dibantu oleh Biro Administrasi, Biro Teknis Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu dan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan
Internal.

BIRO ADMINISTRASI




BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN PEMILU




BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PENGAWASAN INTERNAL




menjadi isu strategis yang
~egr;
pemangku kepenfig@an kepemiluan " fe! memetakan kerawanan

1iaan Pemilihan Umum 2019 yaitu antara lain:
Peluang adanya pemilu serentak bagi penyelenggara pemilu adalah efisiensi biaya pemilu
itu sendiri. Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu bertugas mengawasi
pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Dalom pelaksanaan peran dan fungsi tersebut tentunya terkait banyak aspek
teknis pemilu dan manajemen pemilu yang harus dilakukan.
Sistem pemilu yang berbeda membutuhkan pengaturan dan persiapan serta manajemen
pemilu yang berbeda. Tantangannya adaloh perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap
menjadi pemilu serenfck membawa konsekuensi teknis pengawasan pemilu yang cukup
besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionaiitas
penyelenggara pemilu yang baik.
Kapabitas penyelenggara pemilu ini sangat penting untuk suksesnya pemilu serentak,
sosialisasi kepada pemilih serfa masyarckat sebagai pilar pengawasan partisipatif harus
dilaksanakan secara lebih luas baik dar segi kualitas maupun kuantitasnya agar tetap
tercipta pemilu yang berkualitas pula.

Selain itu, tantangan terbesar di setiap Pemilu Indonesia adalah untuk mewujudkan harapan
ideal terhadap Pemilu yaitu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.




ANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk
menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilhan Umum Republik
Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu [Renstra
Bawaslu) 2015-2019 disusun mengacu pada RPJMN 2015-2019 yang merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawasiu 2015-2019
dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN
2015-2019. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan
dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan [4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama

itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, system, struktur atau organisasi, kultur,
personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar
lembaga.
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Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkkan Pemilu yang demockratis,
berkudlitas don bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaanya fransparan,
akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasinya yang dapat diterima semua pihak. Oleh
karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu
melalui pelaksanaan kegiofan utama atg '
pendukung yang bersufolm '

teknis yang bersifat




ntang Rencana Strategis Badan
. Bawasiu memiliki Visi yang

Dalam pernyataon visi Bawaslu fersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu
pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkulitas.
Makna ringkas dari sefiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

PENGAWAL

Berado di garda terdepan bersama masyarakat dalam  mengawasi
penyelenggaraan pemilu

TERPERCAYA

Melakukan pengawasan dalom bentuk pencegahan dan penindakan, serta
penyeiesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan,
akuntabel, kredibel, dan parfisipolif sesuai ases dan  prinsioc  umum
penyelenggaraan pemilu demokratis;

DEMOKRATIS

Melaksanakan pengawasan pemilu secara efeklif dan efisien berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat
hukum, bertanggung jawab (accountable), terpercaya (credible), dan melibatkan
masyarckat (participation);

BERMARTABAT

Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilv berupa pencegahan dan
penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang
tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana:
BERKUALITAS

Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh
kinerja pengawasan yang dapat diukur fingkat keberhasilannya (ospects of
performance), strategi pengawasan yang dapat mencegah p01 nsigipdikasi awal
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TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawasiu maka dirumuskan ke
dalom bentuk yang lebih tferarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan
organisasi merupakan implementasi dari pemyataan Misi yang akan dilaksanakan
dalom jangka waktu 5 (lima) fahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waoktu 5

(lima) tahun kedepan yaitu :

. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan
mcnu}emen kelembagaan pengawasan pemilu yang efektif dag
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. Selain itu peru disusun Sasaran
. permasalahan yang dihadapi

o Wasly yang akan dicapai pa

t:_'; v ‘#

gasarkan hasil identifikasi potensi dan <3
Slenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis
Fiahun 2015-2019'adalah:

: "Meningka?nya kudlitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan,

sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan
penyelesaian sengketa pemilu serta penegakan kode etik penyelenggaraan
pemilu;

Meningkatnya kualitas pencegaohan pelanggaran Pemilu;

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemily;

4. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu.

2.2 RENCANA KERJA BAWASLU 2019

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke
dalom sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang
akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program
dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan
dalam suatu Rencana Kerja (Perfomance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi
dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas
Bawaslu tahun 2019;

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU RI 2019

PROGRAM INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN

1 PENGAWASAN JUMLAH KETERLIBATAN Sosialisasi Pada Kelompok-Kelompok
PENYELENGGARAAN  STAKEHOLDER DALAM Masyarakat
PEMILU PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DPD,  Pendidikan Pengawasan Partisipatif di
DPR, DPRD, DAN Pusaf dan 34 Daerah
e TN s s aiciion o Pelilition
Pengawasan Pemilu Partisipatif di Pusat
dan Daerah
Sosialisasi peraturan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemilu
Pembentukan Pusat Pendidikan
Pengawasan Pemilu Partisipatif

Penguatan Pengawasan Nefralitas ASN

Penyusunan dan Sosialisasi Insfrumen
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
Fasilitasi Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu

Supervisi Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu

Evaluasi dan Penyusunan Laporan




PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

MENURUNNYA JUMLAH
PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DFPD,
DPR, DPRD, DAN
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

PERSENTASE
PENINGKATAN JUMLAH
REKOMENDASI
PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DPD,
DPR, DPRD, DAN
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN YANG
DITINDAKLANJUTI

PERSENTASE JUMLAH
LAYANAN LAPORAN
DAN TEMUAN
PELANGGARAN YANG
DITANGANI| SESUAI
KETENTUAN

PERSENTASE TINDAK
LANJUT PENYELESAIAN
SENGKETA

KEGIATAN

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Penyusunan Laporan Periodik Tahapan
Pemilu/Pemilihan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan
Tahapan Pencalonan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan
Tahapan Kampanye

Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan
Tahapan Pungut Hitung

Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

Evaluasi dan penyusunan laporan hasil
pengawasan Pemilu/Pemilihan
Pengembangan Sistem Pengawasan

Fasilitasi Pengawasan Netralitas ASN,
TNI, dan Polri serta Pengawasan Pemilu
LN dan Non Tahapan

Penyusunan dan Sosialisasi Instrumen
Penanganan Pelanggaran Pemiiu

Fasilitasi Senfra Gakkumdu
Penanganan Pelanggaran Pemilu

Supervisi/Pendampingan Penanganan
Pelanggaran Pemilu

Fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan Pemilu

Supervisi pengawasan
penyelenggaraan Pemilu

Evaluasi dan penyusunan laporan
pengawasan penyelenggaraan Pemilu
Supervisi Penanganan Pelanggaran

Fasilitasi Sentra Gakkumdu

Pendampingan Penanganan
Pelanggaran

Penanganan Pelanggaran Administrasi
Bersifat TSM

Peningkatan Kapasitas Sekretariat
Bawaslu Dalam Rangka Penanganan
Pelanggaran

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil
Penanganan Pelanggaran

Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut
Pelanggaran Kode Etik dan Hukum
Lainnya

Peningkatan Kapasitas Sekretariat
Bawaslu Dalam Rangka Penyelesaian
Sengketa




PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN

Supervisi/pendampingan penyelesaion
sengketa Pemilu

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil
Penyelesaian Sengketa

2.3 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2019
Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
finggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian
Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang
tertera pada Perjanjion Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adopun Perjanjian
Kinerja Bawaslu Tahun 2019 adaloh sebagai berikut:

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2019

MENINGKATNYA Jumiah Keterlibatan Stakeholder dalam

10
KUALITAS Eﬂﬁ? zz':i&h;’; g::;g’egpo' DR RLRE, Stakeholder
1  PENCEGAHAN
EE:I:?GARAN Menurunnya Jumiah Pelanggaran Pemilihan Umum 10%
DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden
Persentase peningkatan jumilah rekomendasi
MENINGKATNYA pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, 5%
KUALITAS dan Presiden dan Wakil Presiden yang
2  PENINDAKAN ditindaklanjuti
PELANGGARAN
PEMILY Persentase jumiah layanan laporan & temuan 100%
pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan
MENINGKATNYA Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa 100%
3 KUALITAS
PENYELESAIAN Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani 92%

SENGKETA PEMILU dengan baik

Program Dukungan Mangjemen dan Pelaksanaan Tugas

2  Program Pengawasan Penyelenggaran Pemilu Rp. 307.078.921.000
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TUJUAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Periode Rencana Sirategis Bawaslu Tahun 2015-2019 telah berakhir. Pada kurun waktu ini hasil

3.1

yang telah dicapai Bawaslu sesuai dengan fujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana
Strategis 5 (lima) tahun Bawasiu adalah sebagai berikut:

o T e . - T e
TUJUAN 1

MENINGKATKAN SOLIDITAS ORGANISASI, STRUKTUR,

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN

KELEMBAGAAN PENGAWASAN PEMILU YANG EFEKTIF
DAN EFISIEN

Selama masa periode Renstra 2015-2019, beberapa pencapaian yang telah diraih Bawaslu

dalam peningkatan fungsi Kesekretariatan yang baik dalom hal peningkatan pengelolaan
keuangan serta penyediaan SDM yang sesuai dengan kompetensi untuk mendukung
pengembangan organisasi. Indikator utama untuk mendukung hal tersebut adalah :

1. Opini BPK

Opini BPK

WIP WiP 0% wip WP 100% WiP WIF 100% wip WIP 100%

Dalam rangka meuwujudkan komitmen Bawasiu untuk menjadi Badan Publik sekaligus
penyelenggara pemilu yang berintegritas dan uniuk mewujudkan tata pemerintahan yang
balk atau good govemnment, Bawaslu mencanangkan zona integritas yang ditandai
dengan penandatangan piagam pencanangan zona integritas di lingkungan Bawasiu
pada fahun 2016. Untuk mewujudkan komitemen berintegritas ini salah satunya upaya untuk
mencapainya adaloh dengan cara pengelolaan anggaran yang menganut prinsip-prinsip
keuangan Negara yang bersih, fransparan dan akuntabel. Hal tersebut telah dibukfikan
Bawaslu dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan
keuangan tahun anggaran 2015. Opini WIP diterbitkan jika opini audit yang akan diterbitkan
jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material,

Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya cuditor meyakj
bukti audit yang dikumpulkan, perusahgg
ankuntansi yang beriaku umun

emerintah dianggap telc

. dan kq%m ada kesalaha
3 & S
e




gianggap fidak

unfuk mendukung pemilu yang berkudlitas dan bebas dari korupsi telah berjalan
dengan baik. Unfuk tahun 2019 penilaian terhadap pengelolaan keuangan Bawaslu masih
unaudited.

2. Persentase penyediaan SDM yang sesual dengan Kompetensi
: Persentase pengembangan kapasitas SDM
pengawas dan sekretariat

50% ————————— 22—

s Target |

=== R ealisasi

s Capaian

I 2015 2016 2017 2018 2019

Berdasarkan Aniisis Beban Kerja [ABK) yang dilokukan masih dibutubkan adanya
pemenuhan akan kuantitas SDM pada masing-masing satuan kerja dan unit organisasi di
lingkungan Sekretraiat Jenderal Bawaslu. Penyediaan SDM yang sesuai dengan kompetensi
berupa pengetahuan, ketrampilan dan skap perilaku guna menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi sesuai target yang telah ditetapkan.




sengketfa. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya Bawaslu felah melaksq
yang berkaitan dengan haltersebut selomag

retariat Jenderal Bawaslu dengan
masi Birokrasi, kebutuhan akan
ingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu idealnya
? ([empat ratus empat puluh Sembilan) orang pegawai. Pemenuhan kebutuhan

pegawai yang beradgee

|deol jumlah pegawai didasarkan adanya regulasi terkait penyelenggaran pemilhan kepala

daerah serentak pertama. Pemenuhan atas kebutuhan tersebut teraiisasi sebesar 60,22%

atau kefersediaan sebanyak 270 (dua ratus fujuh puiuh) orang sedangkan target

penyediaan SDM adalah sebesar 100%. Tidak tercapainya afas indikator ini diakibatkan
karena beberapa hal sebagai berikut:

I. Keterbatasan jumlah pegawai organik Bawaslu yang memenuhi standar Jabatan
Fungsional maupun jabatan structural, hal ini dikarenakan pegawai organik Bawasiu
baru diangkat pada tahun 2014;

2. Permintaan atas pegawai dipekerjokan kepada Kementerian lain fidak dapat dipenuhi
dengan segera.

Dari tahun 2016 s.d 2018 pemenuhan atas kebutuhan pegowai Badan Pengawas Pemilihan

Umum ideainya adalah sebonyak 305 [tiga ratus lima) orang, telapi upaya untuk

pemenuhan fersebut mengalami peningkatan sefiop tahunnya, terihat pada tabel

dibawah:

TAHUN

PEMENUHAN
KEBUTUHAN

172 173 213

Pada tahun 2019 pemenuhan atas kebutuhan ideal jumiah pegawai sebanyak 395 (tiga
ratus Sembilon puluh lima) orang, kenaikan jumiah pemenuhan ideal ini adanya persiapan
perubahan struktur organisasi. Pemenuhan atas kebutuhan ini baru teralokasi sebanyak 233
(dua ratus figa puluh tiga) orang. Sepanjang tahun 2015-2019 pemenuhan target alokasi
kebutuhan SDM sesuai kompetensi selalu  memenuhi SDM. walaupun pemenuhan
kebutuhan ideal SDM belum terpenuhi.

TUJUAN 2

MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS
KINERJA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMILU

Tugas dan fungsi utama Bawaslu adalah pencegahan, penindakan, dan penyelesaian

bde 5 (lima) tahun Renstrd
2019 cdu ah sebagoa berikut:




AUrunnya jumiah Tele P'

vtama Bawaslu ‘dalam peng anyelenggaraan pemilihan umum/kepala
terjadinya pelanggaran. Menurunkan  jumiah

ngaoran pemilu merupakan fujuan utama Bawaslu selama periode Renstra 2015-2019.

215 2006 217 2018 0%

5405 pedongparan/26® dosrah 589 pelanggaran/ 1D) doerch TM pelonggoran {101 daerah F47 petaonggaon) 1 71 doeran 4743 pelonggaran

1% 33K /IR R s Joox o 5% L30% % 238% 8I% 0% 1.7T% 7%

Dari grafik diatas dopat dilhat jumiah pelanggaran Pemilu/Pilkkada dalam kurun waktu 201 5-
2019 mengalami pergerakan yang fiuktuatif, artinya pada satu periode Pilkada
dibandingkan periode tahun berikutnya jumiah pelanggaran mengalami naik dan turun, hal
ini disebabkan adanya perbedaan daerah yang melaksanakan Pemilu/Pilkkada seperti
tahun 2015 jumiah daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 269 (duag ratus enam puluh
Sembilan) daerah dengan pelanggaran sejumioh 5405 (ima ribu empat ratus lima)
pelanggaran. Sedangkan tahun 2017 daerah yang melaksanakan Pilkada 101 (seratus satu)
daerah dengan jumiah pelanggaran 734 (tujuh ratus figa puluh empat) pelanggaran,
kemudian pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 yang dilaksanakan di 269 (dua ratus enam
puluh sembilan) daerah jumiah pelanggaran yang terjadi sebanyak 947 (sembilan ratus
empat puluh tujuh] pelanggaran. Pada pelaksancan Pemilu ichun 2019 jumiah
pelanggaran yang terjadi sebanyak 6.243 [enam ribu dua ratus empat puluh figa), jumiah
pelanggaran, jumiah ini lebih sedikit dibandingkan dengan pelanggaran pemilu 2014 yaity
sebanyak 6.769 (enam ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan) pelanggaran. Ada beberapa
jenis pelanggaran yang terjadi pada tahun Pemilu 2019, seperti pelanggaran administrasi,

Tindak Pidana Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu serta Pelanggaran Hukum Lainnya.

Beberapa jenis pelanggaran ini terjadi kenaikan Jumlah pelanggaran, disebabkan oleh

beberapa hal:

* Pada tahun 2014 tidak secara ekpiisit dijelaskan pada undang-undang terkait tugas
pokok fungsi Senfra Penegakan Hukum Terpadu (Gokumdu), penyelesaion dan
penanganan pelanggaran dilakukan dengan musyawarah dengan dasar itikad baik
atau kesepakatan bersama. Tetopi pada tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang
nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa Bawasly bersama Kejaksaan dan Kepolisian
melalu Gakumdu diwaijibkan untuk menangani pelanggaran secara bersamaan, hal ini
yang menyebabkan adanya kenaikan jumiah pelanggaran Pemilg
dibanding tahun 2014, . e

» Pada tahun 2019 terdapat jeni

terdapat jenis pelange




U Pelanggaran kode efik Bdapat pada fahun 2019 dari hasil

gaan pelcnggufﬁ:;n sebelu da fahun 2014 pun juga ada dugaan

garan jenis ini tetapi dqg proses penanganan pelanggaran fidok tedapat
Bukti pelanggaran maka fidak ada pelanggaran yang ada pada pada pelanggaran

jenis ini.

Berdasarkan hasil yang dicapai yang telah dicapai diatas, dapat dikatakan bahwa tugas
Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasai penyelenggaraan Pemilu/Pilkkada
berjaan dengan baik.

2. Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan
Berdasarkan Tugas dan fungsi Bawaslyu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,
Bawaslu wajib menerima aduon pelanggaran yang masuk serta ditangani sesuai dengan
peraturan yang beriaku.

Persentase jumiah layanan laporan & temuan
| pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan
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_:eﬂihotkon tren capain indikator
dat diredlisasikan sesual dengan

_telah ditefapkan. Hg menandakan Boahwa Bawasiu telah mampu
an fugas dan fungsinya dalom hal penangana pelanggaran sesual dengan

ketentuan.

3. Persentase findaklanjut penyelesaian sengketa

Persentase tindaklanjut penyelesaian sengkeia
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Sesual dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Pemilu), Bawaslu mempunyai kewengan dalam penyelesaian sengketa, Pada Pasal 73 ayat
(4) huruf ¢ yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengkefa.

Sesuai grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja Badan Pengawas pemilihan Umum selama

periode 2015-2019 bahwa tindak lanjut peyelesaion sengketan felah dilaksonakan dengan
baik,

3.2 SASARAN STRATEGIS

Bawaslu secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada
tahun 2019,

SASARAN STRATEGIS CAPAIAN TAHUN 2019

MENINGKATNYA KUALITAS

PENCEGAHAN PELANGGARAN 88,85 %
PEMILU

MENINGKATNYA KUALITAS

PENINDAKAN PELANGGARAN 100%

PEMILU
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Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan
kualitas penyelenggaran pemiihan umum menuju Pikada yang ideal dan demokratis. Aspek
peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan
untuk menanggulongi pelanggaran Pilkada. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat
terjadi karena adanya unsur kesengajoan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan pre-emptive dan
preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat
mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat
kebijokon dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-
emptive.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis
yang dimandatkan dalom Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase

Peningkatan Jumilah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada, dan (b) Menurunnya

Jumiah Pelanggaran Pilkkada.

TOR KINERJA
Jumlah Keterfibatan Stakeholder dalam

: 10 10
Pengawasan Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, ; 100%
don Presiden dan Wakl Presiden Stakeholder  Stakeholder
Menurunnya Jumiah Pelanggaran Pemilihan
Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil

Presicien

A'\*: |




INDIKATOR1

JUMLAH KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DPD, DPR,

DPRD, DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
AR TR AT e e MEET i W RRSRTEY L

Menurut Freeman (1984) Pemegang kepentingan (Stakeholder) adalah kelompok atau individu

yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Mengacu
pada pengertian fersebut, maka stakeholder mempunyai peranan yang penting agar Pemilu di
Indonesia berjalan dengan baik. Stakeholder mempunyai 3 komponen yaitu:

1. pengambil kebijakan [Pemerintah);

2. pemberi pelayanan (penyelenggara Pemilu); dan

3. penerima dampak (pariai politik dan masyarakat).

Keterlibatan stokeholder dalam pengawasan Pemilu menjadi salah satu indikator meningkat
tidaknya kualites pencegahan pelanggaran. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran
menjadi gambaran umum tericksananya Pemilu yang baik. Cara penghitungan indikator ini
adalah dengan cara membandingkan data Pemilu tahun 2019 dengan data Pemilu tahun
2014. Data stakeholder ini didasarkan pada nota kesepahaman antara Bawasiu dengan Pihak
Luar selama tahun berjalan.
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Adapun Data terkait indikator Keterlibatan Stakeholder Dalom Pengawasan Pikada dapat
disajikan sebagai berikut:




Data keteriibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh)
stakeholder lembaga. Sedangkan target yang ditetapkan sebelumnya juga berjumiah 10
[sepuluh) stakeholder. Untuk menhitung capaian indicator ini adalah dengan membandingkan
jumiah stakeholder yang terlibat dalam pengawasan selama tahun 2019 dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan, penghitungan atas realisasi indikator ini adalah sebagai berikut;
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DATA KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM
PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019
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on perundang-undangan terkait

Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan
adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran,
sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis
oleh pelaporan kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.
Indikator ini digunakan untuk mengukur outcome dari pengawasan khususnya upaya
pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dimana semakin besar turunnya jumiah pelanggaran
maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawasiu dapat
dikatakan semakin efektif. Berikut ini jumiah pelanggaran tahun 2014 dan pelanggaran Pemilu
tahun 2019.
Pemilu 2014 Pemilu 2019

(Pilpres dan Pileg) (Pilpres dan Pileg)
Jumiah Jumiah Jumiah Jumiah

Dugaan Pelanggaran Dugaan Pelanggaran

Pelanggaran Pelanggaran

Laporan dan femuan
yong Difert 9.618 4.506
Temuan dan yang

AR 18.995
Pelanggaran
Ak 8.856 6.564 16.247 3813
Pelanggaran Tindak

; Perni 741 205 2798 582
Kode Etik
p axcooia Perks 21 426 373
Pelanggaran hokum

’ 1.518 1.475
lainnya

TOTAL

> N KINERJA INSTANSI P




g ferjadi pada tahun 2014 dan data

penurunan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

Pada penghitungan diatas terlihat bahwa ada penurunan pelanggaran pada Pemilu Tahun
2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014, Kenaikan pelanggaran kode efik pada tahun 2019
juga terdapat pada tahun 2019 dari hasil dugaan pelanggaran sebelumnya. Pada tahun 2014
pun juga ada dugaan pelanggaran jenis ini tetapi dalam proses penanganan pelanggaran
fidak tedapat bukti pelanggaran maka fidok ada pelanggaran yang ada pada pada
pelanggaran jenis ini. Sedangkan, pada tahun 2019 terdapat jenis pelanggaran lainnya tetapi
pada tahun 2014 tidak terdapat jenis pelanggaran tersebut.

Bawastu RI Ratnz Dewl
dogistik pemilu di Ged

Kinerja Bawaslu dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pemilu sudoh berjalan dengan
baik. selain itu peran serta masyarakat dalam membantu Bawaslu dalam hal pencegahan
pelanggaran guna mengurangi pelanggoran Pemilu sudah sangat baik karena adanya
keikutserfaan dan partispasi masyarakat dalom penyelenggaran pengawasan Pemilu 2019,
sepertl petugas Pengawas Lapangan(PPL).

INDIKATOR KINERJA | TARGET REALISASI CAPAIAN




Untuk meminimalisir peningkatan pelanggaran Pemilu dan mengoptimalkan pelaksanan tugas,

kewenangan dan kewajiban Bawaslu diseluruh jajaran, maka dilakukan sosiglisasi pencegahan

pengawasan dan penindakan dalam Pemilu Tahun 2019 serta . Bentuk sosialisasi yang telah dan
akan dilakukan yaitu:

TIGA BENTUK SOSIALISASI PENGAWASAN

=) (B

Sosialisasi Tatap Muka

Bentuk sonalisas tatap muks
Jd3iah penyampaan tugas

P RWNZINIXIN Q

Prosinsi, 0an dirgncanakan akan
tetap diloksanakan pada Tahun

2018

RJA INST

12
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Sosialisasi Undang-undang
No. 7 Tahun 2017

Bentuk k2giatan soualizas Undang.
undang No. T Tahun 2017 tantang
Pemilu. khususnys terkait dengan
wgas, kewenangan dan kewajiban
Pengawas Pemiu yang melibatkan
pembuat undang-undang yakni DPS
oan Pemerintash. Pada Tahun 2017
ailaksanakan sosialisas model in
sebanyak 101 daerah, dan
CIreNCanNakan 3«an telap
gllaksanakan pada Tahun 2018

Sosialisasi Menggunakan
Medsos dan WhatsApp

Untuk lebih mengefektifian
3051203331 dengan memahami

TaKat yang serod

3at ini, maka Bawasly
1akan melakyian
=t melalu Media Sosial

Sedang oIumyuskan gesam mooel

535 i bersama dengan
Operator, prakusi gan penggiat
medsos



Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu core business (bisnis utama) Bawaslu, selain
pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengopfimalkan tugas penindakan juga
menjadi  bagion penting membangun demokrasi di  Indonesia. Kualitas penindakan
pelanggaran Pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumiah rekomendasi
pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan
atas laporan dan temuan pelanggaran.

Terhadap capaian sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu:

INDIKATOR'1

PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH REKOMENDASI
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DPD, DPR, DPRD,
DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG
DITINDAKLANJUTI




SUah.dengan Perafuran Bawasiu No
vN_ornOr 11 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Umum pasal é point 2 huruf (d)

gan ‘bahwa Bawaslu melakukd pengawasan terh@dap pelaksanaan tindak lanjut

- pNdost Pengawas Pemilu.

‘l:

Indikaor ini mengukur outcome pengawasan khususnya tfernadap rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Bawaslu don ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU, Kepolisian dan
Kejaksaan). Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang
ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaran Pemilu 2019 dikurangi persentase pelanggaran
yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan Pemilu 2014.

Sebelumnya menghitung rumusan indikator ini, terebih dahulu menentukan persentase realisasi

rekomendasi pelanggoran yang ditindaklanjufi. Yaitu sebagai berikut:

JUMLAH SELURUH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2019

41,75%

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang difindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian,
Kejaksaan ataupun DKPP) sebesar 41,75%. Rekomendasi yang felah dikeluarkan oleh Bawasiu
kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejoksaan dan DKPP) merupakan kewenangan
sepenuhnya instansi tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu
hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu
pelanggaran dan  hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa
rekomendasi yang kerap dinilai fidak mengikat.

Berikut ini adaloh perbandingan rekomendasi Bawasiu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada
Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019 ,sebaggai berikut:

DUGAAN PELANGGARAN
URAIAN

2009 | 2014 | 2019

75I% 8% 4175%

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009 , Bawasiu memberi rekomendasi pelanggaran untuk
difindaklanjufi oleh KPU, dan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 dan
memberikan rekomendasi pelanggaran ditindaklanjuti kepada KPU, Kepglisian,

019, Bawasiu

e |
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Dari data perhitungan diatas terjadi  peningkatan Jumiah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu
yang difindaklanjuti oleh Bawaslu, peningkatan ini  disebabkan karena jumiah pelanggaran
yang diterima oleh Bawasiu pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2014.
Berikut adalah perbandingan capaian indikator tahun 2014 dan 2019, sebagai berikut:

INDIKATOR

Perbandingan data capaian antara tahun 2014 dengan 2019 terdapat peningkatan jumiah
rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklonjuti oleh pihak yang terkait dengan
realisasi sebesar 6,57%. Dari data diatas telihat bahwa terjadi peningkatan terhadap capaian
indikator ini sebesar 131,4%. Hasil dari capaian indikator ini memperlihatkan jika semakin
efekiifnya kinerja Bawaslu dalam hal melakukan proses penanangan pelanggaran yang masuk,
Proses findak lanjut dugaan pelanggaran dapat diproses lebih jauh jika dapat memenuhi syarai-
syarat untuk ditindaklanjuti seperti yang tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum.

INDIKATOR 2

PERSENTASE JUMLAH LAYANAN LAPORAN DAN
TEMUAN PELANGGARAN YANG DITANGANI
SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan
jojarannya dalam menangani laporan dan temuan pelonggaran sesu i dengy

yang berlaku. Ketentumm menangg :
dalam Undang-Undang N@ r




Dan Laporan Pelanggaran

ng capaian indikator adaloh iumlaf‘:_‘ loyanan lgporan dan temuan
e : ang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumiah laporan dan temuan
pelanggaran yang diterima oleh Bawasiu dikalikan 100%.

Sesuai dengan Peraturan Bawasiu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum pasal 9 ayat (1) dan (2). dalam penanganan pelanggaran
pemilu memberi ruang kepada Pengawas Pemilu untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan
syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan
Loporan sesuai dengan tempat terjadinya dugoan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan
Dugaan Pelanggoran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesugi
dengan fingkatannya dengan alokasi waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejok laporan
diteima oleh Pengawas Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pemilu berkewaijiban untuk
menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditfindaklanjuti atau tfidak.
Berikut adalah penghitungan pada indikator ini:

JUMLAH SELURUH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2019

Redlisasi persentase jumiah loyanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai
ketentuan adalah sebagai berikut:

JUMLAH DUGAAN JUMLAH C
PELANGGARAN YANG PELANGGAR A
DITANGANI 2019 | DITERIMA 2015

Pencapaian redlisasi dan capcian kineria tahun 2019 mencapai 100% atau sesuai dengan
target yang tfelah ditentukan, hal ini disebabkan karena Bawasiu mempunyai tugas dan
kewqjiban untuk menerima serta menindaklanjufi dugoan laporan pelanggaran Pemilu
sebagaimana diatur dalam Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum. Semua pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu, akan diproses
dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketetntuan yang berdaku.




pacda plaporan

pelanggaran Alat

Berikut adalah perbandingan capaian indikator Persentase Jumich Layanan Laporan dan

Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan dari tahun 2014 dan 2019:

INDIKATOR

Terdihat pada tabel diatas bahwa pada indikator Persentase Jumiah Layanan Laporan dan
Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan, fidak mengalomi peningkatan atau
penurunan, farget yang telah ditentukan dapat dicapai dopat setiop tahunnya, dikarenakan
semua laporan yang masuk ditangani semuanya juga oleh Bawaslu.




PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
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Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkkada adalah
penyelesaian pelanggaran dan perselisihan afau sengketa. Sengketa Pemilu/Pilkada adalah
sengketa anatara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/Pilkkada
(partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa
terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan.
Tata cara penyelesaian sengketa untuk pemiihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tercantum di Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
Penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilinan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati
Serta Wadlikota Dan Wakil Walikota. diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak
diterimanya laporan atau temuan.
Kewenangan Bawaslu makin membesar lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengowas, Bawasliu pun punya kewenangan
sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai sengketfa proses
sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU
selaku penyelenggara pemilu. Kewenangan menangani sengketa proses peui.p
Bawaslu ini tentu berbedaidengan kewengpeth Mahkamah Konstifusi (MKja

-

mengadilidingkat pertoma dap




rfoma, kewenangan menguji UU

tidak berwenang menangani sengketa proses pemilu.
Penyelesaian yong baik harus memenuhi unsur - unsur adanya hak untuk mendapatkan
penyelesaian sengketa Pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efekfifitas kineria
pengawasan Pemilu. Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya

Sasaran Ill ini, yaitu: (1) Persentase Tindak Lonjut Penyelesaian Sengketa dan (2) Persentase
Layanan Penyelesaian Sengketa dengan Baik.

Berikut ini adalah penjelasan setfiap indikator pada Sasaran il

D e e L B T e
INDIKATOR1

PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
SENGKETA

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada
Pasal 73 ayat (4) huruf ¢ yang menyatakan bahwa “Bawasiu Berwenang menyelesaikan
Sengketa" telah jelas kewenangon sehingga menjadi fanggung jawab Bawaslu sebagai
Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Serta pada Pasal 74
huuf b juga menyatakan bahwa “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan fugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan'.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa pasal 143 Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggonti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. “Bawaslu Provinsi dan
Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal
142",

Tata Cara Penyelescion Sengketa Pe
Bupati serta Walikota dw& fo!



Pada tahun 2019, Bawaslu menerima sebanyak 816 (Delapan Ratus Enam Belas) permohonan
sengketa, permohonan tersebut diterima dan diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
bawaslu Kabupaten/Kota. Permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu pada tahun 2019
lebih banyaok jika dibandingkan dengan permohonan sengketa yang diterima pada tahun 2014
sebanyak 112 (seratus dua belas) permohonan sengketa. Jumiah permohonan sengketa yang
banyak pada tahun 2019 dikarenakan banyaknya pemohen yang berasal dari Calon Anggota
Legisiatif yang akan mengikuti Pelaksanaan Pemilu 2019. Semua p
telah diproses oleh
Bawaslu Nomor 8 Tahun




memeriksa dan

abupaten/Kota

luskan sengketa Pemilihan sebag aksud pada ayat (1) dalam jangka wakiu

flama 12{dua belas) hari terhitung tanggal ditenmanya Permohonan

>

pefmohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu, ditindaklanjuti semua oleh Bawaslu.

Penghitungan persentase indikator ini adalah membandingkan permohonan sengketa yang
ditindaklanjuli dengan permohonan sengketa yang diterima dikalikan 100%, dari hasil
penghitungan capaian indikator tersebut, dapat terlihat capaian kinerja yang dihasilkan untuk
indikator Perseniase Tindak Lanjut Penyelesaion Sengketa adalah sebesar 100%, dikarenakan
jumiah permohonan yang ditindaklanjufi sama besamya dengan jumiah permohonan yang
diterima, yaitu sebanyak 816 [Delapan Ratus Enam Belas). Nilai persentase haosil capaian

indikator ini dapat terlihat pada penghitungan berikut:

Persentase Tindok Lanjut =
Penyelesaion Sengketa

- 8!6 permohonan vong ditenma

= 100%

Capaian Indikator 2019

Berikut adalah data detail permohonan sengketa dan tindak lanjutnya selama tahun 2019, baik
yang dilakukan di Bawaslu maupun di Bawasiu Provinsi, sebagai berikut:

BAWASLU

Tingkatan
Pengawas
Pemilu

Total

Satker
Permohonan

N aERJA INSTANSI
P .



BAWASLU PROVINSI

Tingkatan
Pengawas
Pemilu

Total

Satker Permohonan

1 Sumatera Barat 49
Kabupaten/Kota 4 0 3 13 0 2 4 13
Prowmnsi 0 1 0 3 o 2 0 0
2 Jawa Barat 24
KabupatenKota o 0 0 10 0 5 3 0
Provinsi 0 0 0 5 0 1 3 2
3 Sulawesi Selatan 68
Kabupaten/Kota 7 4 3 2 o 5 1 8
Provinsi 0 0 1 4 0 1 1 0
4 Sulawesi Barat 9
Kabupaten/Kota 0 o 0 0 2 0 1 1
Provinsi ] 0 0 0 ¥} 1] 0 0
5 Kalimantan Tengah 10
Kabupaten/Kota 8 0 o o 0 D 0 2
Provinsi o 0 4] 1 0 2 1 4
6 Maluky Ulara 18
Kabupaten/Kota V] 5 D ] 0 1 (4] 4
Provins: 0 1 (i 0 0 0 1] 0
7 Nusa Tenggara Barat 9
Kabupaten/Kota 3 2 0 1 i} 0 2 D
Provinsi ] 0 0 0 0 0 2 0
6 Bengkulu 14
Kabupaten/Kota 1 0 0 7 0 1 3 0
Provinsi 1 0 a 2 a 0 2 0
a9 Kalimantan Barat 18
Kabupaten/Kota 1 0 0 4 0 ] 2 0
Provinsi 0 0 0 4 0 2 0 1
10 Sulawesi Tengah 48
Kabupaten/Kota 0 0 1 18 0 5 13 4
Provins 0 0 0 0 0 3 1 1
11 Aceh 43
Kabupaten/Kota 2 1 ] 12 o 8 -] 9
Provinsi 0 0 s] (] 0 0 1 0
12 Jawa Tengah 28
KabupatenKota 5 0 1 e 0 1 ] 5
Provinsi 0 0 0 o o 0 ] 0
13 Kepulauan Riau 6
Kabupaten/Kota 1 ] s} 1 (1] 2 0 2
Provinsi 0 0 0 7 0 0 o 1
14 Banten 13
Kabupater/Kota (1] 0 o 2 1] o 0 3
Provinsi D o 0 1 0 1 0 0
15 Jawa Timur k3
Kabupaten/Kota 5 o 0 15 0 3 0 ]
Provinsi 0 (1] 0 2 o] 0 0 1]
18 Bali 5
Kabupaten¥ota 0 0 0 3 0 0 0 0
Provinsi 0 g 0 1 (i] 1 0 0
17 Katimantan Selatan 1
Kabupaten/Kota 1 0 0 5 0 D 3 0
Provinsi
18 Papua Barat g
Kabupaten/Kota
Provingi
19 Kalmantan Utara [
Kabupaten/Kota
4‘.‘*! I

s

Em

i 2 e
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Realisasi target indikator fahun 2014 dan tahun 2019 selalu mencapai 100%. Hal ini disebabkan
karena semua permohonan sengketa yang masuk ditindakianjuti seluruhnya oleh Bawaslu.
Pada tahun 2019 jumiah permohonan sengketa yang diterima dan diii . g
daripada tahun 2014. Atas, v




INDIKATOR

* Capoaion Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian
Sengkeia

100% 100%

Selain itu pada tindak lanjut penyelesaian sengketa ada yang diimpahkan kepada pihak lain
yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) atau Mahkamah Agung (MA)

Koreksi
Upaya Hukum ke PTUN

| Menerima | Menolak

| Mengabulkan | Mengabuikan

Gugwr | Momolak | Sebagian Seluruhnya

I Bawasiy 1 13 2
2 Sumatera 1
’ Barat
3. Jowa Barot 1
Maluku
- Ulara 2
Nusa
5 Tenggara 1 I
Barot
8. Bengkuly 1 1
Sulawesi
r Tengah 3
8. Aceh 1 4 i 1
9 Jawa 1
4 Tengah
0, HSRUCOn 1
' Riou
1. Jawa Timur I
Papua
12 Barat 2 2
13.  Gorontalo |
14.  Maluku

an

BN KINERJA INSTANSIP
-



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Pemilu), Bawaslu mempunyai kewengan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan kewenganan yang diberikan kepada Bawasiu, seluruh jojaran Pengawas Pemilu sampai
ke fingkat paling bawah harus dapat mewujudkan penguatan dalam hal penyelesaian
sengketa pemilihan umum ini dengan baik dan memahami segala hal tentang kewenangan
Bawaslu, termasuk  penyelesaian sengketa.

INDIKATOR 2

PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA YANG
DILAYANI DENGAN BAIK

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa.
Indikator ini juga mengukur bagaimana kepuasan masyarakat sebagai pemohon sengketa
pada kinerja Bowaslu dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa. Metode pengukuran
indkator ini menggunakan survey kepuasan. Survey yang diberikan kepada responden meliputi
pertanyaan yang dicjukan dengan nilai antara 1 (satu) - § (ima). Dari pertanyaan yang
digjukan di kueisoner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan
Bawaslu dalom proses penyelesaion sengketa. Responden untuk Kuesioner ini adalah
masyarakat yang mengajukan proses sengketa di Bawaslu. Nilai maksimal untuk masing-masing
responden adalah 75 (tujuh puluh ima), nilai tersebut kemudian seluruhnya dipersentasekan dan
dirata-ratakan dari seluruh responden. Teknis dari penyebaran kuesioner ini ag
disebar ke Panwaslih Provi '




gan baik oleh Bawaslu pada survey

Lol o

T  Nilai 100 - 81 Sangat Baik

2  Nilai 80 - 61 Baik

3  Nilai 60 - 41 Kurang baik

4 Nilai 40 - 21 Tidak Baik

5 Nilai20-0 Sangat Tidak Baik

Berikut adalah Provinsi yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner, antara lain:

REKAP SURVEI/KUESIONER
PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAYANI DENGAN BAIK
JUMLAH

PROVINSI KUESIONER NiLTA?TFTDA
A KUSIONER
MASUK
1 Jawa Barat 27 1.791
2 JawaTengah 27 1.894
3 Kalimantan Barat 17 1.162
4 Kalimantan Tengah 2 117
5 Jawa Timur 6 649
& Kepulauan Riau 1 69
7  Nusa Tenggara Timur 4 270
8 Sumatera Barat 2 150
¥ Kdlimantan Timur 9 644
10 Bali S 341
11 Kepulavan Bangka Belitung é 412
12 DKl Jakarta 5 351
13 Gorontalo 7 515
Bengkulu 15 1.058

. TOTAL 133

Dari kuesioner yang telah dikiimkan, hanya 133 [seratus figa puluh tiga) responden yang
berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut. Nilai maksimal untuk tiap kuesioner adalah
sebesar 75 {tujuh puluh lima) jika responden menjawab seluruh pertanyaan dengan jawaban
Sangat Setuju (SS), oleh karena itu total nilai maksimal secara keseluruhan adalah sebesar 9.975
(Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima). Nilai tersebut berasa dari nilai maksimal setiap
kuesioner dikalikan dengan jumiah kuesioner yang masuk. Nilai tersebut nantinya digunakan

sebagai pembagi dari total hasil nilai kuesioner

- .




3.3

, didapat total nilai yang telah diisi
lan fbu seratus Sembilan puluh satu)

rsebut dilakukan ‘penghitungan atas realisasi dan

Berdasarkan dari hasil realisasi yang telah dilakukan penghitungan diambil kesimpulan bahwa
fingkat kepuasan responden pada penyelesaian sengketa adalah sebesar 92,14%, itu berarii
responden yang feriibat menilai Bawaslu feloh sangat baik dalam melakukan proses
penyelesaian sengketa proses. Dari realfisasi yang dicapai pada tahun 2019 menunjukkan
bahwa keteribatan dan kontribusi masyarakat dalam mendukung penyelesaian sengketa
sudah baik. Capaian readliasi yang dicapai untuk indikator Persentase Sengketa yang Dilayani
Dengan Baik pada tahun 2019 mencapai 100,15%, artinya sesuai dengan target yang sudah
ditetapkan.

Dikarenakan pada tahun 2014, Bawasiu belum mempunyai indiKator serta mengitung capaian
ini makan untuk indicator ini tidak ada perbandingan dari tahun sebleumnya.

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Di tahun 2019 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 80%, berdasarkan redlisasi sampai

dengan akhir tahun 2019 realisasi keuangan sebesar 74,96 %, dengan capaian sebesar 93,7%.

KETERANGAN REALISASI 7% CAPAIAN

PERSENTASE
PENYERAPAN 80% 74.96% 92,03%
ANGGARAN T.A. 2019

Capaian redlisasi keuangan Bawasiu tahun 2019 per sasaran adalah sebagai berikut :

ANGGARAN (RP) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN

NO ]I SASARAN

 MENINGKATNYA KUALITAS
PENCEGAHAN 136.948.100.250 78.013.888.266 56,97%
PELANGGARAN PILKADA

2 MENINGKATNYA KUALITAS

PENINDAKAN 219.116.960.400 205.299.705.964 83.28%
PELANGGARAN PILKADA

3 MENINGKATNYA KUALITAS

PENYELESAIAN SENGKETA 164.337.720.300 119.073.829.459 72,46%
PILKADA

TOTAL 547.792.401.000 410.599.411.928 74,96%




1.1

1.2

KESIMPULAN

Berdasarkan uraion bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkqit dengan Akuntabilitas
Kinerja Bawasiu pada Tahun 2019, sebagai berikut:

a.

Secara umum pelaksanaan fugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum
tentang Pengawas Pemilu yang diomanatkan oleh Undang-Undang telah dapat
diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan copgion rata-rata indikator
sasaran sebesar 96,28%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawasiu tahun 2019 telah efektif dan efisien.

Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewgijibannya dalam meningkatkan
pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU Rl Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubemnur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strotegis yong ditetapkan, seluruh sasaran
dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawasiu tetap
memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkkada
kepada masyarakat.

Selain ferdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa
permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan
pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalion Intem di
Bawaslu. Uniuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melokukan perbaikan dalam
rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan
kelembagaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

RENCANA & KEBIJAKAN TAHUN 2020
Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2020 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pilkada
Serentak 2020. Selain it juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas

Pemilu di sefiap fingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat.
Pada tahun 2019 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adaloh:
Q.

Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian
sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh

Pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian
sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di sehOp lingkatan baik
Pelabot Struktural, Tenoga Anli/Tim Asistensi, dan Petugas Penerimadifieial




Atuk melaksanakan kewenangan

3 n ';_9 siding adjudikasi yang sesuali

bersama
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(IDAN PENGAWAS PEMILU
: 2019

Jumiah Keterlibatan Stakeholder dalam

MENINGKATNYA  Pengawasan Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, 3

KUALITAS dan Presiden dan Wakil Presiden Sipamaer
1 PENCEGAHAN
PELANGGARAN Menurunnya Jumiah Pelanggaran Pemilihan
PEMILU. Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil 10%
Presiden
Persentase peningkatan jumiah rekomendasi
MENINGKATNYA  pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, i
KUALITAS dan Presiden dan Wakil Presiden yang
2 PENINDAKAN ditindaklanjuti
PELANGGARAN
PEMILU, Persentase jumiah layanan laporan & femuan 100K
pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan
MENINGKATNYA Persentase findaklanjut penyelesaian sengketa 100%
KUALITAS
3 PENYELESAIAN Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani oo

SENGKETA PEMILU  dengan baik

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN Rp. 240.713.480.000
TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU

2 PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMILU RD. 264.843.883.000

Jakarta, Januari 2019
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PENGU
KEMENTERIAN/LEMBAG
TAHUN ANGGARAN

Meningkatnya  Jumilah Keteribatan Stakeholder dalam 10 10 o
kualitas Pengawasan Pemilihan Umum DPD, DPR, Siakeholder Stakeholder Ras
pencegahan DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden
pelanggaran Menurunnya Jumiah Pelanggaran

. gl 99 10% 7.77% 77.7%
Pemilu. Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan

Presiden dan Wakil Presiden

88,85%

Meningkatnya  Perseniase peningkatan jumiah

kualitas rekomendasi pelanggaran Pemilihan Umum 59 6.57% 100%
penindakan DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil

pelanggaran Presiden yang ditindaklanjuti

Pemilu, Persentase jumlah layanan laporan &

100% 100% 100%

temuan pelanggaran yang ditangani
sesuai ketentuan

RATA-RATA CAPAIAN

Meningkainya  Persentase findakianjut penyelesaian

1 100% 100%
kuglitas sengketfa %

penyelesaian ;

sengketa Persentase penyelesaian sengketa yang

Peridki dilayani dengan baik 72% 92.14% 100%

|-:' AT A F:‘ A '{ A | “AP AlAN

PAGU ’ REALISASI

PROGRAM DUKUNGAN

A A EEN DA BB ARS AR AR Rp. 240.713.480.000 Rp. 161110075605 74,27%
TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU

PROGRAM PENGAWASAN :

PENYELENGGARAN PEMILU Rp. 307.078.921.000 Rp. 253.242.694.012 78,15%

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN

i,






